
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  

NOMOR  9  TAHUN  2010 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH 
 KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 14 TAHUN 2008  

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA 
TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
 DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU           

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KEBUMEN, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor   
14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu telah dibentuk Badan Kesatuan Bangsa,   
Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen yang  
di dalamnya melaksanakan fungsi penanggulangan bencana; 

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten 
Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong 
Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu perlu ditinjau 
kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; 
 

Mengingat : 

 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah;     

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);  

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 4437)  sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4723); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman 
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4428); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4737 ); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang  Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia      
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741); 

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kebumen Nomor 22); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan 
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Menetapkan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Nomor 41); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 
2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Nomor 42); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN 

dan 
BUPATI KEBUMEN 

 
MEMUTUSKAN : 

 
 
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 
NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA 
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI 
PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN 
TERPADU. 
 

Pasal  I 

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 
2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan 
Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41) 
diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 14 
 
(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat  terdiri dari : 
a.  Kepala Badan;  
b.  Sekretariat, membawahi : 

1. Subbagian Perencanaan;  
2. Subbagian Keuangan; dan 
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 
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c. Bidang Ketahanan Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga, membawahi : 
1. Subbidang Ketahanan Bangsa; dan 
2. Subbidang Hubungan Antar Lembaga. 

d. Bidang Pengamanan dan Pengkajian Masalah, membawahi : 
1. Subbidang Pengamanan; dan   
2. Subbidang Pengkajian Masalah Faktual dan Aktual.  

e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi : 
1. Subbidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat; dan 
2. Subbidang Bina Perlindungan Masyarakat. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 

sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan 
dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.            

 
 
 

 
          

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ditetapkan di Kebumen 
pada tanggal  

 
BUPATI KEBUMEN, 

 
 
 

                               
                  BUYAR WINARSO 
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 LAMPIRAN  :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
 NOMOR      9  TAHUN  2010  
 TANGGAL  4 OKTOBER 2010       

     

                            BAGAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN  

                                    PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KEBUMEN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUPATI  KEBUMEN, 

 

 

                                  BUYAR WINARSO 

 
 
 

 

 
K E P A L A    B A D A N 

SEKRETARIAT 

BIDANG 
PENGAMANAN 

DAN PENGKAJIAN 
MASALAH 

 

BIDANG 
KETAHANAN 
BANGSA DAN 
HUBUNGAN 

ANTAR LEMBAGA 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

BIDANG 
PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

 

SUB BIDANG 
PEMBERDAYAAN 

SUMBER DAYA 
MANUSIA 

PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

SUB BIDANG 
PENGKAJIAN 

MASALAH 
FAKTUAL DAN 

AKTUAL 

SUB BIDANG 
HUBUNGAN ANTAR 

LEMBAGA 

 

 
 

SUB BIDANG 
PENGAMANAN  

 

 
 

SUB BIDANG 
KETAHANAN 

BANGSA 

 
SUB BIDANG BINA 
PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 
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PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 
NOMOR  9  TAHUN  2010 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN 

 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 
 
 
I. UMUM 

 
 Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 
8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 
maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 
14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi 
Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu perlu ditinjau kembali agar tidak 
terjadi tumpang tindih tugas antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Badan 
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen. 
 Bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 
6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi 
Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu diatur instansi yang menangani 
penanggulangan bencana di Kabupaten Kebumen adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik 
dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen dimana di dalamnya terdapat Bidang 
Penanggulangan Bencana, sehingga ketentuan tersebut perlu dihapus. 
 Bahwa sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 
Kabupaten Kebumen dalam bidang pemadam kebakaran akan menjadi tugas Seksi 
Penanganan Kedaruratan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah, sehingga Unit Pelaksana Teknis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan 
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen Unit Pemadam Kebakaran perlu dihapus. 

  
 
II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal I 
        Cukup jelas. 
 
Pasal II 
        Cukup jelas. 

 
 
 
 
 
 


